
 
BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 26 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang :  bahwa untuk menindaklanjuti surat-surat permohonan 

pergeseran dari OPD, perlu dilakukan perubahan Keempat 

atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6883); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden                   

Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120               

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);   

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2023 Nomor 3 Seri A); 

21. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                   

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo              

Tahun 2023 Nomor 70), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 

Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 70), yang telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati : 

a. Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 

Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024                 

Nomor 5);  

b. Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati  

Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 

Nomor 11); 

c. Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati           

Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 

Nomor 17), 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar           

Rp. 4.938.717.342.058,00 (empat triliun sembilan ratus tiga puluh delapan 

miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima puluh 

delapan rupiah) yang bersumber dari: 

a. PAD; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

 



5 
 

 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 4 

(1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 1.999.134.798.058,00 (satu triliun sembilan 

ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh 
ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah), yang 
terdiri atas: 

a. pajak daerah; 
b. retribusi daerah; 
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan 

sebesar Rp. 1.217.200.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas 
miliar dua ratus juta rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

direncanakan sebesar Rp. 710.729.160.700,00 (tujuh ratus sepuluh 
miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu tujuh 

ratus rupiah). 
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar                                     

Rp. 34.182.565.119,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh 
dua juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah). 

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

direncanakan sebesar Rp. 37.023.072.239,00 (tiga puluh tujuh miliar dua 
puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan 

rupiah). 
 

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 15 

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 710.729.160.700,00 (tujuh ratus sepuluh miliar tujuh ratus dua 
puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. Retribusi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaha; dan 

c. Retribusi Perizinan Tertentu. 
 

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : 
  

Pasal 16 

(1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 658.167.833.000,00 (enam ratus lima puluh 
delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh 

tiga ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 

c. Retribusi Pelayanan Pasar; 
d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
e. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 
g. Retribusi Pelayanan Kebersihan.  

(1a) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 640.199.980.000,00 (enam ratus 

empat puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan 

ratus delapan puluh ribu rupiah).  
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(2) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol 

rupiah). 

(3)  Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). 

(4) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 

287.853.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima 

puluh tiga ribu rupiah). 

(5) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). 

(6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.330.000.000,00 (satu miliar tiga 

ratus tiga puluh juta rupiah); 

(7) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.350.000.000,00 (enam belas miliar 

tiga ratus lima puluh juta rupiah).  

 

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 28 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar              

Rp. 5.321.020.997.245,00 (lima triliun tiga ratus dua puluh satu miliar dua 

puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh 

lima rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

 

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 29 

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, 

direncanakan sebesar Rp. 3.967.888.575.895,00 (tiga triliun sembilan ratus 

enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus 

tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri 

atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja subsidi; 

d. belanja hibah; dan 

e. belanja bantuan sosial. 

 

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 30 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, 

direncanakan sebesar Rp. 1.823.241.343.900,00 (satu triliun delapan ratus 

dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh 

tiga ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN; 
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b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; 

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN; 

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; 

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan 

h. Belanja Pegawai BLUD. 

 
8.  Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 37 

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h 

direncanakan untuk Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp. 182.283.271.981,00 

(seratus delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus 

tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). 

 

9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 38 

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, 

direncanakan sebesar Rp. 1.678.614.634.371,00 (satu triliun enam ratus 

tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh 

empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Barang; 

b. Belanja Jasa; 

c.  Belanja Pemeliharaan; 

d. Belana Perjalanan Dinas; 

e.  Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat; 

f.  Belanja Barang dan Jasa BOS; 

g. Belanja Barang dan Jasa BOSP; 

h. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan 

i.  Belanja Barang dan Jasa BLUD. 

 

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 39 

(1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 234.832.400.334,00 (dua ratus tiga puluh 

empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu tiga ratus 

tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Barang Pakai Habis; dan 

b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi. 

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 234.603.214.950,00 (dua ratus tiga puluh 

empat miliar enam ratus tiga juta dua ratus empat belas ribu sembilan 

ratus lima puluh rupiah). 

(3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.185.384,00 

(dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus 

delapan puluh empat rupiah). 
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11. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 40 

(1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 532.785.781.581,00 (lima ratus tiga puluh dua 

miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh 

satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Jasa Kantor sebesar;  

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi; 

c.  Belanja Sewa Tanah; 

d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin; 

e.  Belanja Sewa Gedung dan Bangunan; 

f.  Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi; 

g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya; 

h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi; 

i.  Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; 

j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 

Pendidikan dan Pelatihan;  

k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak 

Daerah; dan 

l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud. 

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 386.335.512.178,00 (tiga ratus delapan puluh 

enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu 

seratus tujuh puluh delapan rupiah). 

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.411.598.800,00 (seratus tiga 

miliar empat ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu 

delapan ratus rupiah). 

(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 363.250.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga 

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.047.522.073,00 (sembilan miliar 

empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga 

rupiah). 

(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.344.559.000,00 (satu miliar tiga 

ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu 

rupiah). 

(7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 502.000,00 (lima ratus dua ribu 

rupiah). 

(8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh 

juta rupiah). 

(9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.164.299.415,00 (sembilan miliar 

seratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu 

empat ratus lima belas rupiah). 
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(10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.624.461.625,00 (tujuh miliar 

enam ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu 

enam ratus dua puluh lima rupiah). 

(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 

Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j 

direncanakan sebesar Rp. 11.706.176.490,00 (sebelas miliar tujuh ratus 

enam juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh 

rupiah).  

(12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan 

sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 

(13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.917.900.000,00 (dua miliar sembilan 

ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah). 

 

12. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 41 

(1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 53.892.909.423,00 (lima puluh tiga miliar 

delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu 

empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; 

b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; 

c.  Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;  

d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; 

e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud. 

(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.776.350.218,00 (dua puluh 

dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu 

dua ratus delapan belas rupiah). 

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.062.433.305,00 (tiga 

miliar enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima 

rupiah). 

(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.736.712.900,00 (dua 

puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas 

ribu sembilan ratus rupiah). 

(5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima 

juta rupiah). 

(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 292.413.000,00 (dua ratus 

sembilan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah). 

 

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 42 

(1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 95.164.202.492,00 (sembilan puluh lima miliar 
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seratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu empat ratus sembilan 

puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan 

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri. 

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.864.202.492,00 (sembilan puluh 

tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu empat 

ratus sembilan puluh dua rupiah). 

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus 

juta rupiah). 

 

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 43 

(1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 136.810.433.066,00 (seratus tiga puluh enam 

miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam 

puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat; dan 

b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat. 

(2)  Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar            

Rp. 134.650.433.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus lima 

puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). 

(3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.2.160.000.066,00 (dua miliar seratus enam puluh juta enam puluh 

enam rupiah). 

 

15. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 47 

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38            

huruf i direncanakan untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar                

Rp. 393.864.979.175,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus 

enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus 

tujuh puluh lima rupiah). 

 

16. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 59 

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, 

direncanakan sebesar Rp.740.245.874.647,00 (tujuh ratus empat puluh miliar 

dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam 

ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 
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b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 

e. belanja modal aset tetap lainnya. 

f. belanja modal aset lainnya 

 

17. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 61 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

huruf b, direncanakan sebesar Rp. 183.861.157.230,00 (seratus delapan 

puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh tujuh 

ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a.  Belanja Modal Alat Besar;  

b.  Belanja Modal Alat Angkutan;  

c.  Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;  

d.  Belanja Modal Alat Pertanian;  

e.  Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;  

f.  Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;  

g.  Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;  

h.  Belanja Modal Alat Laboratorium;  

i. Belanja Modal Komputer; 

j.  Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;  

k.  Belanja Modal Rambu-Rambu;  

l.  Belanja Modal Peralatan Olahraga;  

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos; 

n.  Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; 

o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. 

 

18.  Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 75 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dimaksud dalam Pasal 61 huruf o 

direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar                

Rp. 69.996.290.622,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan 

puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh dua 

rupiah). 

 

19. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 79 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dimaksud dalam Pasal 76             

huruf c direncanakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 

sebesar Rp. 42.104.925.222,00 (empat puluh dua miliar seratus empat juta 

sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). 

 

20. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IVa diubah dan harus dibaca 

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal  21 Juni 2024 

 

WAKIL BUPATI SIDOARJO, 

 

                                                                                   ttd 

 

 

SUBANDI 

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 21 Juni 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 

             ttd 

 

     ttd 

FENNY APRIDAWATI 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP : 26 TAHUN 2024 


